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ABSTRAK 

 

Nama   : Yusrina Darneli 

Program Studi  : Akuntansi Keuangan Terapan 

Judul      : Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi  

Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016-2020 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengetahui kinerja keuangan 

Pemprov Sumatera Barat yang diukur dengan menggunakan rasio kemandirian 

keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan 

rasio ekonomis. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan 

menggunakan teknik dokumentasi untuk pengumpulan data. Data yang digunakan 

merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016-2020. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian terhadap kinerja keuangan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diukur menggunakan (1) rasio 

kemandirian keuangan daerah berada pada kategori sedang dengan pola hubungan 

partisipatif, (2) rasio derajat desentralisasi berada di kategori sedang, (3) rasio 

efektivitas berada pada kategori efektif, (4) rasio efisiensi berada di kategori 

kurang efisien, (5) rasio ekonomis berada pada ketegori ekonomis. 

 

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian keuangan 

Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, 

Rasio Ekonomis 
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ABSTRACT 

 

Name   : Yusrina Darneli 

Study Program : Akuntansi Keuangan Terapan 

Title      : Provincial Government Financial Performance  

  Assessment West Sumatera Fiscal Year 2016-2020 

 

 This study aims to assess and determine the financial performance of the 

West Sumatra Provincial Government as measured by the ratio of regional 

financial independence, the ratio of the degree of decentralization, the ratio of 

effectiveness, the ratio of efficiency and the economic ratio. This study uses 

descriptive quantitative methods using documentation techniques for data 

collection. The data used is secondary data in the form of a Report on the 

Realization of the Regional Government Revenue and Expenditure Budget for the 

Province of West Sumatra for the 2016-2020 Fiscal Year. The results showed that 

the assessment of the financial performance of the West Sumatra Provincial 

Government as measured using (1) the ratio of regional financial independence 

was in the medium category with a participatory relationship pattern, (2) the 

degree of decentralization ratio was in the medium category, (3) the effectiveness 

ratio was in the category effective, (4) the efficiency ratio is in the less efficient 

category, (5) the economic ratio is in the economic category. 

 

Keywords: Regional Financial Performance, Regional Financial Independence 

Ratio, Decentralization Degree Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, 

Economic Ratio 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semenjak diberlakukannya sistem pemerintahan otonomi daerah sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

 Salah satu ciri daerah yang mampu melaksanakan otonomi daeranya yaitu 

daerah tersebut harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk manggali 

sumber-sumber keuangan dan mengelola keuangan tersebut untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahannya dan sudah mengurangi ketergantuangan 

terhadap pemerintah pusat agar dapat mengoptimalkan pendapatan daerah 

khususnya PAD yang menjadi sumber keuangan terbesar. Berdasarkan hal 

tersebut, maka peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.  

Anggaran memiliki peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi 

sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian 

kinerja. Untuk melihat kemampuan daerah dalam mengelola keuangan serta 

menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja 

keuangan daerah, yaitu dengan menganalisa laporan yang telah dibuat pemerintah 

berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA menjadi salah satu laporan 

pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama, karena anggaran dalam 

pemerintahan merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan.  

  Menurut Bastian (2010) anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi 

pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. 

Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga 

upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa 

mendatang. Kinerja keuangan sangat penting untuk dikaji dalam oraganisasi 

sektor publik. Penganggaran berbasis kinerja menuntut semua pemerintah daerah 
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untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya secara baik. 

Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik diharapkan 

dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi 

program-program yang tidak layak secara ekonomi Kurniawati (2016).  

Penelitian ini mengambil objek pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

Permasalahan yang di dihadapi yaitu lemahnya pengawasan atas pelaksanaan 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Belum efektifnya pengawasan ini 

juga terjadi pada pengawasan kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Permasalahan serupa selalu terjadi dari tahun ke tahun, sehingga pelaksanaan 

APDB belum berjalan sesuai dengan rencana dan target yang diharapkan. Hal ini, 

menunjukkan tidak adanya evaluasi dan perbaikan yang dilakukan pemerintah 

daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 

juga belum sungguh-sungguh mendorong peningkatan pendapatan daerah, 

terutama pada penerimaan deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan 

sumbangan dari pihak ketiga. Selain itu masih ada beberapa Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) yang mengirim laporan keuangan yang tidak sesuai standar 

akuntansi dan belum tepat waktu serta belum menuntaskan penyelesaian tindak 

lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa keuangan (BPK) atas 

pengelolaan keuangan daerah terutama terkait temuan-temuan yang 

merekomendasikan pengembalian uang Negara seperti kelebihan pembayaran 

belanja perjalanan dinas, kelebihan pembayaran 12 paket pekerjaan gedung dan 

bangunan, pelaksanaan 3 paket pekerjaan gedung dan bangunan putus kontrak dan 

pengembalian uang muka serta jaminan pelaksanaan belum dicairkan, kelebihan 

pembayaran 17 paket pekerjaan jalan dan irigasi dan pemberian bantuan bencana 

alam banjir bandang dan tanah longsor di NTT yang bersumber dari Belanja 

Tidak Terduga tidak sesuai ketentuan. (Sub bagian Humas TU Kalan BPK 

Sumbar, 2021) 
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Berikut tabel yang menggambarkan pendapatan dan belanja di Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat : 

Tabel 1. 1 Tren APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 

(dalam Rupiah) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Pendapatan 4.624.674.545.939,55  6.066.826.853.956,41  6.292.287.631.025,90  6.390.337.204.584,19  6.364.065.756.244,41  

Belanja 4.504.037.258.760,43  5.759.818.392.400,62  6.267.376.231.091,09  6.551.278.880.635,32  6.408.293.788.337,93  

Surplus 

(Defisit) 
 120.637.287.179,12    307.008.461.555,79     24.911.399.934,81  (160.941.676.051,13)   (44.228.032.093,52) 

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat (data diolah) 

Berdasarkan tabel diatas terlihat tren APBD Pemerintah Provinsi Sumatera 

Barat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami surplus terhadap 

pendapatan sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019. 

Pendapatan daerah pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar                  

Rp.1.442.152.308.016,86 kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan 

sebesar Rp.225.460.777.069,49 kemudian pada tahun 2019 mengalami 

peningkatan sebesar Rp.98.049.573.558,29 kemudian pada tahun 2020 mengalami 

penurunan sebesar Rp. (26.271.448.339,78). Namun terjadi defisit dari tahun 2019 

sampai dengan tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2019 pendapatan 

masih mengalami kenaikan dari tahun 2018 akan tetapi mengikuti meningkatnya 

belanja daerah yang melampaui pendapatannya. Hal ini disebabkan meningkatnya 

belanja operasi dan transfer. Di tahun 2020 pendapatan mengalami penurunan 

dibandingkan tahun 2019, penurunan terjadi pada Pendapatan Asli Daerah terdiri 

dari pajak daerah, pajak retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan karena kebijakan selama Covid-19 untuk membatasi 

pergerakan masyarakat dan masih kurangnya pengawasan atas pelaksanaan 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Belanja daerah pada tahun 2020 

juga mengalami peningkatan yang melebihi pendapatannya yang disebabkan 

meningkatnya belanja operasi yaitu pada akun belanja hibah dan belanja tidak 

terduga terkait adanya refocusing dan realokasi anggaran belanja untuk 

penanganan Covid-19 pada Belanja Tak Terduga. Dengan pendapatan yang kecil 
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tersebut menunjukkan bahwa sumber-sumber keuangan di Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat belum mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah. Seharusnya 

ketika pertumbuhan pendapatan daerah semakin tinggi, maka pemerintah daerah 

mampu dalam meningkatkan kinerja pertumbuhan pendapatan daerah nya. 

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah sangat penting untuk diteliti 

setiap tahunnya agar dapat menilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam 

mengelola program dan kegiatan yang dilaksanakan. Bukan sekedar kemampuan 

menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi 

kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara 

efektif dan efisien serta pemerintah daerah sudah benar dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.  

Kinerja keuangan pemerintah daerah berguna dalam pengambilan 

keputusan dan pelaporan atas sumber daya yang dikelola pemerintah. Bentuk dari 

penilaian kinerja tersebut berupa analisis rasio keuangan yang berasal dari 

Laporan Realisasi Anggaran. Hasil laporan pertanggungjawaban kinerja keuangan 

pemerintah akan di laporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) yang kemudian akan diperiksa lebih lanjut oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) untuk memastikan kinerja keuangan sudah digunakan dengan 

semestinya dan dengan target yang sudah ditetapkan. Diperlukan juga pengukuran 

kinerja keuangan untuk melihat kemampuan keuangan pemerintah guna 

keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan serta merealisasikan program 

dan kegiatan dengan baik, menjadikan tolak ukur dalam mengatasi masalah yang 

ada di masa yang akan datang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Penilaian kinerja keuangan daerah harus memuat data dan informasi yang 

relevan dan bermanfaat bagi pembuat keputusan seperti pihak internal maupun 

pihak eksternal agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara 

lebih luas dan mendalam. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 

sampai 2020 masih mengalami defisit terhadap APBD karena masih belum 

mengontrol dan membatasi penggunaan belanja daerah yang berlebihan dan masih 

belum mengoptimalkan pendapatan daerahnya yang disebabkan lemahnya 
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pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, 

penerimaan deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan sumbangan dari 

pihak ketiga, serta masih ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang 

mengirim laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi dan belum 

tepat waktu serta belum menuntaskan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan 

daerah terutama terkait temuan-temuan yang merekomendasikan pengembalian 

uang negara. Maka harus dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap pencapaian 

kinerja keuangan daerah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal 

yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam mengelola keuangan daerah 

yang akan mempengaruhi pada kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah.  

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka 

pertanyaan penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat 

Pada Tahun Anggaran 2016-2020 jika dinilai berdasarkan rasio kemandirian 

keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas, rasio 

efisiensi, dan rasio ekonomis ?  

2. Bagaimana hasil penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi 

Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016-2020? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera 

Barat yang dinilai berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio 

derajat desentralisasi, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio ekonomis 

pada tahun anggaran 2016-2020.  

2. Untuk menginterprestasikan hasil dari pengukuran kinerja keuangan 

pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016-2020. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini di harapkan dapat menjadikan salah satu referensi 

bagi peneliti selanjutnya yang berminat memperdalam penelitian tentang kinerja 

keuangan daerah. 

1.6 Sistematika Penelitian 

BAB I Pendahuluan  

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian.  

BAB II Tinjauan Pustaka 

 Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan 

kerangka penelitian.  

BAB III Metode Penelitian 

Pada bab ini berisi mengenai jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber 

data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV Pembahasan  

Pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum Provinsi Sumatera Barat, 

penilaian dan pengukuran kinerja keuangan yang diukur dengan rasio keuangan 

daerah, dan hasil pengukuran kinerja keuangan Provinsi Sumatera Barat selama 

tahun anggaran 2016-2020.  

BAB V Penutup  

Pada bab ini berisi kesimpulan serta saran atas penelitian yang dilakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian penilaian dan pengukuran kinerja keuangan Provinsi 

Sumatera Barat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penilaian kinerja keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 

2016-2020 menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2016 

sampai 2020 berkisaran antara 50%-75% dikategorikan sedang dengan pola 

hubungan partisipatif, secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat sudah mulai mengurangi ketergantungan pendanaan dari 

Pemerintah Pusat dan sudah lebih memberdayakan sumber daya 

pemerintahannya dengan tingkat kemandirian yang sudah cukup memadai. 

Semakin tinggi tingkat rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah maka 

telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah 

tanpa campur tangan pemerintah pusat. 

2. Hasil penilaian kinerja keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 

2016-2020 menggunakan rasio derajat desentralisasi pada tahun 2016 sampai 

2020 berkisar antara 30,01%-40,01% dikategorikan sedang, secara umum 

menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum cukup optimal 

dalam menjalankan desentralisasi dan belum membiayai pembangunan daerah 

setiap tahunnya. Semakin tinggi rasio derajat desentralisasi maka semakin 

tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.  

3. Hasil penilaian kinerja keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 

2016-2020 menggunakan rasio efektivitas pada tahun 2016 sampai 2020 

kisaran antara 90%-100% dikategorikan efektif, secara umum Provinsi 

Sumatera Barat mampu memobilitas penerimaan pendapatan sesuai dengan 

tercapainya tujuan program dan kegiatan daerahnya serta kinerja dari 

pendapatan daerah sudah dijalankan sesuai dengan tujuannya dan cukup  
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optimal. Semakin tinggi tingkat rasio efektivitas maka kinerja keuangan 

pemerintah daerah semakin baik. 

4. Hasil penilaian kinerja keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 

2016-2020 menggunakan rasio efisiensi pada tahun 2016 sampai 2018 berada 

dikisaran 90%-100% dengan kategori kurang efisien dan di tahun 2019-2020 

berada di kisaran lebih dari 100% dikategorikan tidak efisien, secara umum 

hasil kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama periode tertentu 

belum bisa tercapai sesuai target menggunakan sumber daya dan dana seefisien 

mungkin dan belum mampu mengimbangi belanja daerah dengan penerimaan 

daerahnya sehingga terjadi defisit anggaran. Semakin kecil rasio efisiensi maka 

kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik 

5. Hasil penilaian kinerja keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 

2016-2020 menggunakan rasio ekonomis bahwa di tahun 2016 sampai 2020 

berkisar antara 90%-100% yang dikategorikan ekonomis, secara umum 

Provinsi Sumatera Barat telah mengelola anggaran dengan cara yang ekonomis 

dan cukup optimal dalam pencapaian target belanja daerahnya.  

5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat 

diberikan peneliti adalah : 

a. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat lebih meningkatkan 

PAD, maka dari itu Provinsi Sumatera Barat sebaiknya lebih mengoptimalkan 

penerimaan pajak daerah, pajak retribusi daerah dan pendapatan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai komponen 

penyumbang terbesar peningkatan PAD setiap tahunnya. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan 

pemungutan pajak serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk 

membayar kewajiban pajak daerah maupun retribusi daerah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku serta melakukan pengawasan kinerja pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dengan mengelola potensi-potensi daerah 

seperti penerimaan dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan 
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sumbangan dari pihak ketiga. Provinsi Sumatera Barat sebaiknya juga lebih 

meningkatkan pendapatan daerahnya dengan mencari sumber-sumber 

pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak 

swasta dan program peningkatan pendapatan daerah, seperti pendirian BUMD 

sektor potensial.  

b. Provinsi Sumatera Barat juga di harapkan memperhatikan penggunaan 

anggaran belanja daerah terutama belanja operasi seperti belanja pegawai, 

belanja hibah, belanja barang dan jasa dan belanja transfer sehingga dapat 

mengefisiensikan anggaran belanjanya dengan baik dan tidak terjadi 

penggunaan dana yang berlebihan untuk menjalankan program-programnya. 

Selain itu Provinsi Sumatera Barat diharapkan lebih memperhatikan tata cara 

pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga 

untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan 

COVID-19 dengan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja, serta 

bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana yang dikelolanya 

dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat 

pernyataan tanggungjawab belanja. 

c. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan observasi langsung ke pemerintah 

daerah serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait agar mendapat 

informasi yang lebih rinci dan luas terkait kinerja keuangan pemerintah 

daerah. 
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